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PUTUSAN
Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Sdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mataram Marga, 07 Mei 1993, umur
30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP
(Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Tenaga
Kerja Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Lampung
Timur, Provinsi Lampung dan saat ini bekerja sebagai
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Bukit Timah Regency 07
Upper, Bukit Timah View #.07/03, Singapura, 588135,
dengan domisili elektronik  nurindriani@yahoo.com.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 November
2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Sukadana Nomor
2187/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 7 Desember 2023,
memberikan kuasa kepada Andri Afrizal, S.H. dan
Hi. Nur Prasetiyo Mawardi, S.H., Advokat dan Konsultan
Hukum yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 31,
Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten
Lampung Timur, dengan domisili elektronik

andriafrizal43@yahoo.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Giriklopomulyo, 08 Maret 1988, umur 35
(tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP
(Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi
Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20
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Desember 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat
Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor
2294/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 21 Desember 2023,
memberikan kuasa kepada Wiwit Fauzan, S.H., Advokat yang
beralamat di Dusun VII, RT.019 RW.007, Desa Sukoharjo,
Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan

domisili  elektronik  wiwitfauzan20@gmail.com, sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2023

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 7

Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Sdn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 03 November 2013 , sesuai Copy akta nikah yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukadana, dengan Nomor: XXX,
tertanggal 03 November 2013 .

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka dan dilaksanakan Atas dasar Suka Sama Suka.

3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang
tua Tergugat di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba’da dukhul)
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak
yang bernama:

- ANAK, Umur 8 Tahun

5. Bahwa Semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Berjalan rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Juli Tahun 2020 Rumah tangga Antara
Pegugat dan Tergugat Mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan

pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
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a. Tergugat mempunyai sifat Tempramental, dan Suka Marah —Marah
Tanpa Sebab;

b. Tergugat Suka Mabuk-Mabukan;

c. Tergugat Kurang Bertanggung Jawab dalam Menafkahi Keluarga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Mei 2021, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar
dan Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,
selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak Pernah
memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai
dengan sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
kurang lebih selama 2 Tahun 7 Bulan Lamanya.

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka
penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah
tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun Tidak berhasil.

10.Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini yang amar putusan nya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'’in Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Sukadana;

Halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di
persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat
sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus
tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa
Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2187/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 7
Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal
advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah
dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa
hukum  Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna
mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat sebagaimana
tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus
tertanggal 20 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa
Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2294/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 21
Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal
advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah
dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa
hukum  Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna
mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah
memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses
mediasi dengan perantaraan Mediator, Ana Latifatuz Zahro, S.H. Hakim pada
Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi

tanggal 11 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan

Halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek, dengan isi kesepakatan
sebagai berikut:;

Pasal 1
Bahwa Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mengakhiri
sengketa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Pasal 2
Bahwa selama menikah, Para Pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama Muhammad Hafif Al-Fathir yang berumur 8 (delapan) tahun;

Pasal 3
Bahwa Para Pihak sepakat, anak yang bernama Muhammad Hafif Al-Fathir
sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) di atas berada di bawah
pengasuhan (hadhanah) bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan
tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada salah satu pihak untuk
bertemu, berbicara dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Pasal 4
Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan
hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena upaya damai telah berhasil mencapai kesepakatan
sebagian, maka proses beracara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum
dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat
gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan Penggugat dan Tergugat anak telah diasuh
secara bersama sama oleh karenanya kesepakatan terkait hak asuh anak tidak
perlu dimasukkan dalam pertimbangan dan putusan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan atau e-court
tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Secara Tegas Menolak Dalil dari Penggugat Kecuali
Yang Dibenarkan Yaitu Poin 1, 2, 3 Dan 4 Posita dari Penggugat;

2. Bahwa Pada posita poin ke 5 Penggugat adalah sebuah ketidakbenaran
perselisihan dalam rumah tangga adalah sebuah kewajaran dan

merupakan bumbu-bumbu dalam rumah tangga dan semua itu bisa diatasi

Halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepala dingin tanpa harus berankhir dengan perpisahan mengigat
Tergugat juga bekerja keras dan masih bertanggung jawab dengan nafkah
keluarga;

3. Bahwa posita penyebutan poin 5 seharusnya poin 6 yang keliru Tergugat
menganggap itu adalah Sesuatu yang mengada-ada ,Faktanya Penggugat
izin bekerja diluar negeri dengan baik-baik Tidak ada suatu permasalahan
ataupun kekerasan seperti yang didalilkan pada gugatan poin 5 seharusnya
poin 6 posita Penggugat karena niat penggugat bekerja diluar negeri adalah
untuk membantu meningkatkat perekonomian keluarga;

4. Bahwa pada Poin 6 Posita Penggugat yang menerangkan penggugat pergi
meninggalkan Tergugat sampai dengan Sekarang, dan antara penggugat
dan tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 7 bulan lamanya adalah suatu
hal kekeliruan yang menyesatkan mengigat kepergian Penggugat keluar
negeri adalah atas izin dari Tergugat dengan cara baik-baik;

5. Bahwa percerain bukan hanya memutus pernikahan suami istri melainkan
berisiko besar menyebakan konflik dan renggangnya hubungan antara
kedua keluarga yakni dari pihak Tergugat dan Pihak Penggugat terlebih
akan berdampak kepada psikologi anak oleh karena itu Tergugat masih
berharap lebih untuk tetap bisa mempertahankan Rumah tangganya;

Berdasarkan Uraian-Uraian Diatas, Tergugat Mohon Kepada Ketua

Pengadilan Agama Sukadana C/Q Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan

Mengadili Perkara Ini Berkenan Memutuskan Dengan Amar Yang Berbunyi

Sebagai Berikut :

PRIMER

1. Menerima jawaban dari Tergugat;

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-

adilnya (Ex Aeqgeo Et Bono);
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Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan
replik secara tertulis pada sistem sidang elektronik pada tanggal 16 Januari
2024 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sebagaimana dalil dalam jawabannya tergugat menjelaskan dan
mengakui kronologi awal penggugat pergi bekerja keluar negeri /
Singapura, dan telah tergugat paparkan apabila Tujuan penggugat akan
Memperbaiki perekonomian, Bahwa penggugat mengalami atas perbuatan
tergugat sebagaimana yang telah didalilkan penggugat dalam gugatannya,
dan merupakan fakta apabila hubungan rumah tangga antara penggugat
dan tergugat memang sudah tidak harmonis, seharusnya dari situ tergugat
bercermin dengan kesalahan kesalahannya.;

2. Bahwa Penggugat tetap pada alasan Gugatan Penggugat dan membantah
alasan Tergugat yang merupakan pemutar balikan fakta untuk
mengaburkan fakta yang sebenarnya;

3. Bahwa dalam pokok perkara penggugat tetap pada dalil gugatan nya dan
akan penggugat buktikan pada saat sidang pembuktian serta penggugat
menolak seluruh dalil jawaban tergugat;

4. Bahwa dalil jawaban tergugat yang pada pokok nya mengatakan apabila
rumah tangga penggugat dan tergugat baik - baik saja adalah tidak benar,
bagaimana mungkin hubungan rumah tangga baik tetapi Komunikasi
penggugat terhadap anak yang saat ini tinggan dan dalam asuhan tergugat
di halangi / dilarang oleh tergugat;

5. Bahwa dengan adanya permasalah tersebut penggugat tidak sanggup lagi
berumah tangga dengan tergugat, dan jalan terbaik adalah perceraian,
sehingga menghindari kemudhorotan yang jauh lebih besar;

6. Bahwa bersarkan uraian tersebut diatas, mengenai dalil-dalil Tergugat
dalam Jawabannya pada dasarnya bahwa suatu rumah tangga akan bisa
berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak
suami-isteri, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
kehendak untuk bersama itu sudah tidak ada, dimana Penggugat bersikeras
ingin bercerai dari Tergugat. Dengan sikap seperti ini jelas bahwa tujuan

perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terjadi. Maka
oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagaimana Petitum dalam
Gugatan Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Manjelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik
secara tertulis pada sistem sidang elektronik pada tanggal 17 Januari 2024
yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Secara Tegas Menolak Dalil dari Penggugat dalam replik;

2. Bahwa Tergugat Tetap pada Jawaban Tergugat dan tertuang juga dalam
duplik ini;

3. Bahwa Tergugat masih berkomunikasi baik dengan Penggugat melalui telfon
dengan Penggugat pada bulan September 2023 dan masih baik-baik saja
hubungannya Rumah tangganya, perselisihan dalam rumah tangga adalah
sebuah kewajaran dan merupakan bumbu-bumbu dalam rumah tangga dan
semua itu bisa diatasi dengan kepala dingin tanpa harus berakhir dengan
perpisahan mengigat Tergugat juga bekerja keras dan masih bertanggung
jawab dengan nafkah keluarga;

4. Bahwa berkaitan dengan Duplik Tergugat atas replik Penggugat pada poin
ke 4 adalah suatu yang tidak benar dan terkesan mengada-ada faktanya
anak Tergugat sudah memiliki Hand Phon (HP) Sendiri yang secara
komunikasi tidak ada unsur menghalang-halangi penggugat untuk
menghubungi anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti secara langsung di ruang sidang berupa:

A. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang
aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lampung Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX,
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tanggal 22 Agustus 2019, telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya (bukti P.1);

1.2. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 3 November 2013, yang
aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur
Provinsi Lampung, telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam,

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi

adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Desa GiriKlopomulyo, Kecamatan
Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung sampai
dengan berpisah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat mulai terjadi kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2020;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat suka marah-marah tanpa sebab
kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam
menafkahi keluarga, Tergugat pernah ingin mencekik Penggugat, dan
Tergugat sudah manjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat serta

sudah pernah bangun nikah;
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- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
Penggugat bertengkar dengan Tergugat hanya tahu dari cerita
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Desember tahun 2020 karena Penggugat bekerja ke Luar Negeri;

- Bahwa Penggugat bekerja ke Luar Negeri atas izin Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat bekerja di Luar Negeri tidak pernah pulang
ke Indonesia;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali berkomunikasi sekitar
bulan Mei tahun 2021,

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah
diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga sebanyak 1 (satu) kali,
namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum

Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis yang

pada pokoknya;

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2020 sebelum Penggugat
berangkat ke Luar Negeri;

- Bahwa peristiwa bangun nikah antara Penggugat dan Tergugat sebelum
Penggugat berangkat ke Luar Negeri;

- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 7
kilometer;

- Bahwa saksi tahu sendiri Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat tidak menentu kadang kerja
kadang tidak yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan dengan
Tergugat;

Saksi 2, SAKSI Il, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi

adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Desa GiriKlopomulyo, Kecamatan
Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung sampai
dengan berpisah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat mulai terjadi kurang lebih sejak tahun 2020;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penyebab perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dimana
Tergugat seringnya mancing, Tergugat pernah mencekik Penggugat di
tahun 2020, dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali mentalak Penggugat serta
sudah pernah bangun nikah pada tahun 2019;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
Penggugat bertengkar dengan Tergugat hanya tahu dari cerita
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Desember tahun 2020 karena Penggugat bekerja ke Luar Negeri;

- Bahwa Penggugat bekerja ke Luar Negeri atas izin Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat bekerja di Luar Negeri tidak pernah pulang
ke Indonesia;

- Bahwa saksi tidak tahu saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih
berkomunikasi atau tidak;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat

berkomunikasi sekitar tahun 2021;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh
pihak keluarga sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2020 sebelum
Penggugat berangkat ke Luar Negeri dan saya hadir saat upaya
perdamaian tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum

Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis yang

pada pokoknya;

- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 30

menit perjalanan;

- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mencekik Penggugat dari cerita

Penggugat;

- Bahwa saksi tahu ada bangun nikah di tahun 2019 karena saksi hadir

saat bangun nikah tersebut;

Bahwa dalam agenda pembuktian Tergugat, Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis
Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada
persidangan tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan
gugatan serta mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat yang
selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide
penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu
kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka
perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4
ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah
hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang
mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini yaitu Desa Ratha Daya,
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat
gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi
kompetensi), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara
a quo (relative competentie);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya
dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke
persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa
dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Penggugat
dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan

perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan
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Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat, maka quod est Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a
quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar dalam register
surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2187/SKH/2023/PA.Sdn,
tanggal 7 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147
ayat (1) dan (3) R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun
1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA
(Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat,
dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor
18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus
menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan
hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara
a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Tergugat tertanggal 20 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam register
surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2294/SKH/2023/PA.Sdn,
tanggal 21 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147
ayat (1) dan (3) R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun
1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA
(Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat,
dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor

18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus
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menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan
hukum yang sah dan Kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara a
guo sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke
persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah
tangganya, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut
tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan
Mediator, Ana Latifatuz Zahro, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana,
namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 11 Januari 2024, upaya
mediasi dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;
Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan beracara secara elektronik (e-
litigasi), sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik junctis Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
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1465/DJA/HK.05/SK/1X/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, dalam hal Tergugat
diwakili oleh pengguna terdaftar (advokat), maka pesetujuan untuk beracara
secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat didampingi oleh
pengguna terdaftar (advokat). Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu
menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk berperkara
secara elektronik. Tergugat secara otomatis memberikan persetujuan, sehingga
persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara ini dilaksanakan secara
elektronik (e-litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik,
kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat
dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2020,
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah karena Tergugat mempunyai sifat tempramental, dan suka marah-
marah tanpa sebab, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat kurang
bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga serta Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;
Subsidair:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat
unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para
pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat juga telah berdasarkan hukum, vyakni perselisihan dan
pertengkaran, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin
() Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi
syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat
tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan
Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang
menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang
dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak
ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat telah
mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Tergugat berupa bantahan terhadap
dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat
dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan
murni, yakni tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, status
Penggugat dengan Tergugat saat menikah, tempat tinggal setelah menikah, dan
telah dikaruniai seorang anak;

Beban Pembuktian
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Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang
kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan
sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat,
dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat
dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis
Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya
perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara
berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka quod est Pasal
283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) yang
berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta
kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang
dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang
dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara
Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat
Maijelis Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang
dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara
bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga
dan pribadi’;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana
dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan
tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut

dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah
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benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami
istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup
rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti
(P.1), dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk
yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang
(vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup,
sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea
Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea
Meterai juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,
bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende bewijskracht) dan sempurna
(volledig bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya telah
dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan
dengan perkara a quo dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat
tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
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Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif

untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Akta
Nikah yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas,
secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara a quo dan telah
membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri
yang sah yang menikah pada tanggal 3 November 2013 dan telah dicatatkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten
Lampung Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu SAKSI |
sebagai kakak kandung Penggugat dan SAKSI Il sebagai kakak ipar
Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukanlah orang yang
terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal
1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara
sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal
171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar,
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan
Juli tahun 2020 sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah tanpa
sebab kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam
menafkahi keluarga, Tergugat pernah ingin mencekik Penggugat, dan
Tergugat sudah manjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat serta sudah

pernah bangun nikah;
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2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bulan Desember
tahun 2020 karena Penggugat bekerja ke Luar Negeri. Penggugat dan
Tergugat terakhir kali berkomunikasi sekitar bulan Mei tahun 2021;

3. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak
keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah
disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg.
juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi
pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk
dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun
2020 sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam
menafkahi keluarga dimana Tergugat seringnya mancing, Tergugat pernah
mencekik Penggugat di tahun 2020, dan Tergugat sudah 3 (tiga) Kali
mentalak Penggugat serta sudah pernah bangun nikah pada tahun 2019;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bulan Desember
tahun 2020 karena Penggugat bekerja ke Luar Negeri. Penggugat dan
Tergugat berkomunikasi sekitar tahun 2021;

3. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak
keluarga dan saya ikut dalam upaya mediasi tersebut, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah
disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg.
juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi
kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk

dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana
uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan
orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki
konflik kepentingan (conflic of interest) dengan perkara a quo, menyaksikan
hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan
saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang
mesti dibuktikan dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kekuatan
pembuktian saksi yang bersifat bebas (vrij bewijskracht), quod est Pasal 309
R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim
berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut
dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak pernah
melihat ataupun mendengar secara langsung percekcokan yang terjadi,
sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, namun
demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan
sebagai sumber persangkaan (feetelijk vermoeden) bagi Majelis Hakim
sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak
semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya
cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan kalaupun hal itu terjadi tidak selalu
bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam
rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan
untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah
tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan
dengan tidak satu rumah sejak bulan Juli tahun 2020 karena Penggugat bekerja
ke Luar Negeri dan telah putus komunikasi sejak tahun 2021 hingga sekarang
adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga
Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah
tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa
dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah warahmah. sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal dalili Penggugat mengenai adanya
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi kedua tersebut
menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara
tidak langsung, melainkan penyampaian Penggugat kepada para saksi
(testimonium de auditu), terhadap kesaksian tersebut. Majelis Hakim tidak serta
merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut : Pertama,
persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada
umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan sehingga adalah wajar
pula jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh
orang lain. Kedua, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai
alat bukti permulaan (begin van bewys), jika keterangan yang diberikan oleh
saksi de auditu tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat
langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini.
Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka
keterangan yang demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian
menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat telah pisah rumah dengan
Tergugat sejak bulan Juli tahun 2020 karena Penggugat ke Luar Negeri.
Penggugat dan Tergugat telaah putus komunikasi sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan saat agenda
pembuktian Tergugat meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil,
Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat
dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat
dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat
tersebut, namun oleh karena perkara aquo perceraian maka Penggugat
dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula
mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat

sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul
Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar lhya' At Turats, Beirut tahun 1984
Masehi yang berbunyi:
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Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang
yang dholim dan gugurlah haknya”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan
dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan

(tahlilu al-niza’) dalam perkara a quo, sehingga dapat diformulasikan dalam

bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada tanggal 3 November
2013, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi
Lampung;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Desa GiriKlopomulyo, Kecamatan Sekampung,
Kabupaten Lampung Timur sampai berpisabh;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang
mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun
2020 karena Penggugat ke Luar Negeri, Penggugat dan Tergugat telah

putus komunikasi sejak tahun 2021;
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5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum
gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan
dengan pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-qadha’i) sebagai berikut;
Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan
1. Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu)
yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum
tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab
kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;
2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)
yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum
sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar’i

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan
untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya
Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat,
maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi
tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak
negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal
tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

& laall (il e axia auliall 5

Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan
kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk
hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada

ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga
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Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang
lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang
terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk
mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Igna’ Juz Il
halaman 133 sebagai berikut:
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Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap
suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki
dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah
menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini
sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Igna’ tersebut, dengan
demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan
perkawinan yang sudah pecabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada
dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan
tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang telah menimbulkan kesulitan (masyaqgah) bagi Penggugat untuk
melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan
akan terjadinya perceraian dalam perkara a quo setidak-tidaknya telah
mencapai tingkat hajiyah, sebagai alternatif terakhir (ultimum remedium) untuk
menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang
sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara
kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaratan
yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim
berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh
karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan
kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi

perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara
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Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina
rumah tangganya;
Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian
hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan juncto Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang
dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya quod
est Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa,
“‘cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah

satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan
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pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di
hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi
mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan
pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan
dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan
dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga kalaupun keduanya dipaksa
melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi
rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (mitsagan
ghalizha) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan
sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua
belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai
bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan
Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat pecah (broken marriage). Adapun keterangan dari orang terdekat
dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (vide: Pasal 22 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah
didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan
secara hukum, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin
(f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19
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huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (tahlilu al-niza’) dan
alasan beserta dasar hukum (tasbib al-ahkam) yang telah Majelis Hakim
kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan
dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk
mengutip dalil syari yang terdapat di dalam Kitab al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:
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Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan
pertengkaran adalah talak ba’in, karena kemudaratan hanya bisa
dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak
yang dijatuhkan adalah talak rajii, maka tentu dimungkinkan
suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga
terbuka peluang akan kembali terjadi kemudaratan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar’i
di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan
pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan,
antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan,
belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar’i dan yuridis di
atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain
shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Kesepakatan Perdamaian
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat
untuk tidak memasukkan terkait kesepakatan hak asuh anak dalam
pertimbangan dan putusan, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan terkait hak
asuh anak tidak perlu dipertimbnagkan lebih lanjut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga)
tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk
dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas,
maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
perkara a quo;

2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab
petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu);

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan
mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

Amar putusan
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab

Halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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1445 Hijriah, oleh kami, Khatimatus Sa’adah, S.H.l., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada hari yang sama oleh Ketua Majelis, didampingi para
Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Syaiful Rohim, S.H., sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis
Khatimatus Sa’adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Intan Miftahurrahmi, Lc. Lasifatul Launiyah, S.H.,

Panitera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.
Perincian biaya :

- Biaya PNBP :Rp 60.000,00
- Biaya Proses ‘Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan ‘Rp 600.000,00
- Biaya Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31



